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LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,

bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan Daerah
sebagal pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan:;

bahwa Retnibusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
pemerintahan daerah;

¢ bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan
prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta
masyarakat, akuntabilitas dan transparansi

dengan
memperhatikan potensi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hurufl a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ;

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 295) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

. Indonesa Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851},
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5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
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Nomor 47 3 Tarnbahan Eembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesa
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran negara Republk Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

H.Undang»Und:mg Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 5059);
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15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234),

16.Peraturan  Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258),

17 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578),

18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737),

21.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara
pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah
dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

22 Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara;

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007;

24 Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah

daerah;

25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Tahun 2010;
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26.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang'Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Daerah ;

27.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;

28.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
i tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

29.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran di
Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

30.Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2009
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kampar.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

denctapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kampar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kampar.

S.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan
berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan

retribusi daerah.

0. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
retribusi  daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

L
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7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

10.

11

12.

13.

14.

15.

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma,kongsi, koperasi, dana
pensiun, perseckutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial pohtik, organisasi profesi atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektl dan bentuk usaha tetap

. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang Kkhusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan  yang menyebabkan barang, fasihitas, atau
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah  Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau Badan

Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan
terhadap perorangan dan atau badan/lembaga oleh tenaga
kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan
penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan
perawatan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan
kesehatan Pemerintah Daerah.

Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.

Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah adalah RSUD
dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan
organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD
adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan milik Pemerintah
Daerah yang memberikan layanan medis spesialistik, layanan
keperawatan dan layanan penunjang medik yang dilakukan
oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara

timbal balik dan berkesinambungan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat
Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD
PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas milik
Pemerintah Kabupaten Kampar yang merupakan Pusat
Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang juga membina peran
serta masyarakat di samping memberikan pelayanan kesehatan
secara menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
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19.

20.

21,

22

23.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat
Kcse}?atan Masyarakat Tanpa Tempat Perawatan yang
selanjutnya disebut PUSKESMAS TTP adalah Pusat Keschatan
Masyarakat tanpa fasilitas perawatan dan hanya memberikan
pelayanan kesehatan rawat jalan ]

Unit  Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat
Kesehatan Masyarakat 'Dcngan Tempat Perawatan yang
selanjutnya disebut PUSKESMAS DTP adalah Pusat Kesehatan
Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan rawat inap
dan atau rawat jalan yang memihki sarana tempat tidur pasien.

Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah
unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk
menunjang pelayaran kesehatan yang dilaksanakan oleh
Puskesmas.

Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah
unit  pelayanan  oleh Puskesmas -dengan menggunakan
kendaraan roda 4 (empat) untuk mémberikan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana
pelayanan kesehatan yang ada atau jayh ‘dari Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu.

Manteri Keliling yang selanjutnya disebut Manling adalah
tenaga keperawatan profesional yang melakukan pelayanan
perawatan dengan menggunakan sarana transportasi roda dua
dalam upaya pendekatan akses pelayanan keschatan kepada
masyarakat merupakan perluasan pelayanan kesehatan
Puskesmas.

Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah
unit jaringan pelayanan Puskesmas di Desa yang memberikan
pelayanan pemeriksaan ibu hamil, tindakan persalinan dan
nifas, pelayanan kesechatan balita dan gizi, imunisasi dan
pelayanan Keluarga Berencana ( KB ).

Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah
unit jaringan pelayanan Puskesmas di Desa yang memberikan
pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pelayanan pengobatan

sederhana.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah
yang selanjutnya disebut UPTD LabKesDa adalah unit
pelayanan teknis laboratoriumi  kesehatan pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Kampar yang merupakan laboratorium
kesehatan daerah yang melaksanakan penelitian dan pengujian
mutu air, makanan, minuman, penjamah makanan, tanah dan
limbah dan/atau melakukan pemeriksaan sediaan darah, air
seni, dahak, air, tinja, sampel makanan guna membantu
menegakkan diagnosa yang meliputi pemeriksaan bakteriologi,

kimia, dan fisik.

.Tarif Pelayanan Kesehatan adalah risiko biaya penyelenggaraan

kegiatan layanan medik dan atau layanan keperawatan dan
atau layanan penunjang medik dan atau layanan penunjang




_ R —

13

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya
penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup
sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

(1) Struktur tarif retribusi diperhitungkan berdasarkan hasil
perhitungan frekuensi pemanfaatan dengan unit cost per jenis
pelayanan.

(2) Struktur besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis pelayanan
sebagai berikut :

a. Rawat Jalan di Puskesmas
dan Jaringannya tanpa
tindakan medik:
- Penduduk usia <17 tahun
atau memiliki KTP Kampar ..... tidak dipungut retribusi
- Tidak memiliki KTP Kampar....... Rp. 7:500,-— [ 66

b. Rawat Inap di Puskesmas

tanpa tindakan medik :
- Penduduk usia <17 tahun

atau memiliki KTP kampar ....... tidak dipungut retribusi ,
- Tidak memiliki KTP Kampar ...... Rp.90.000,-/hari IS» » s«»{/

1
e
¢. Tindakan Medik Dasar :
- Penduduk usia <17 tahun

atau memiliki KTP Kampar.....tidak dipungut retribusi

- Tidak memiliki KTP Kampar... Dikenakan retribusi
Sesuai Tindakan

RINCIAN TARIF TINDAKAN MEDIK DASAR :

0! JENIS TINDAKAN TARIF
' Tindakan Medik Dasar Umum :
{ 1. Jahit Luka :
; a.Jahit 1 $/d 3...c.cceveirvusnnsnrrencnsienirionseorsasiarions Rp. 15.000,-
{  b.Jahit 4 $/d 6......cccivimimiiiiinmiviimioriisiisiiiisos Rp. 22.500,-
P . Jahit 7 8/d 10.. Rp. 30.000,-
| . Jahit di atas 10....cccainiminiiimsinnii Rp. 75.000,-
12, Buka Jahitan :
| va. €5 JahitaN..cocierrirerssssasensannssossasasssrsnsssssasis Rp. 7.500,-
b. >S5 Jahitan......cccociviemmrrmnrecisinminiessrannainns Rp. 15.000,-
13.7 Injeksi / suntikan.........cooevieiennienn Rp. 7.500,-
{4. Ganti balut......... N S P A PN O PR Rp. 7.500,-
; 5. Debridement luka....... X NN SR Rp. 15.000,-
| 6. Irigasi Liang Telinga........coooeviiiiniiiniiinnn, Rp.  15.000,-
1 7. Pasang infuse (IVFD)...c0.ccccoviiiiianiiniinninein., Rp. 15.000,-
_18. Incisi / ekstirpasi.....qrcoccuiiiieiaiiiiiinieiiiiiiniin, Rp. 22.500,-
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| 9. Sirkumsisi......"7. 12 B Rp. 165.000,-
10.Pasang kateter........ P AT AR Rp. 15.000,-
1. Tindik Daun Telinga. .. M..ooooviviiiiiiiinneinine v, Rp. 15.000,-
( 12.Pemasang IUD....... R D T ot Rp. 22.500,-
13 Pencabutan [UD............... iiv... | Rp.  45.000,-
14 Pemasangan Implant..l.......ccciniininnnns Rp. 22.500,-
15 Pencabutan Inplant....5<i..nnneinnnen. Rp. 45.000,-
'g') Persalinan Normal. ............. - S Rp. 330.000,-
Tindakan Medik Dasar Gigi :
) T [ S Rp. 3.000,-
|2 Pembersihan Karang Gigi per region................ Rp. 30.000,-
F 3. Pencabutan Gigi Susu per batang..................... Rp. 7.500,-
Pencabutan Gigi Tetap per batang................... Rp. 15.000,-
[ 5. Pencabutan Sisa AKar...........coocvvininiiinn Rp. 15.000,-
| 6 Pencabutan Gigi Tertanam (impacted)......... Rp. 110.000,-
| 7. INCis ADSESIGIRI....cc0ourencsomsenssnsassistacsisasssibass . |Rp. 75.000,-
[ | Tumpatan Gigi
I. Tumpatan Gigi Sementara.. TN Rps Rp.  7.500,-
12. Tumatan Amalgam / ReSin.......cc.cceeevvnuiereennsne. Rp. 15.000,-
| Pemeriksaan Penunjang Diagnostik (Laboratorium
| Sederhana) -
L Darah: Mt s s i snresns Rp. 15.000,-
2 UTINE FUUN. e ceevaneesiessessnasans Rp. 7.500,-
: < T KT )1 T ) Rp. 7.500,-
(4 HaemOg oD s S R i Rp. 7.500,-
[5. BTA (SPUtum)...ccccviiiiiiiniiiiiieieeiiceeeiieeeencens Rp. 7.500,-
’f':- Malarascusasnmnimnnansss anneninianag Rp. 7.500,-
| 7. FHATIA cvee e oo eeee e oot e ere s Rp. 15.000,-
8. Tes Kehamilani. . isuussvismmmrivessinssivssises Rp. 22.500,-
19: Golongan-Darah: ;i iimssiisnsss . Rp. 22.500,-
LOSG OIS DATRIY . v oo enavsnivammsrssmsssiosii s ssmevumsss xss Rp. 15.000,-
F LY. Kolesteral Bavah. . uuws s Rp. 22.500,-
12.Trighserida Darah...........ccccoeeeiiiviiiinenennn. Rp. 22.500,-
i3 Asam Urat Darah. .o i Rp. 15.000,-
d.Kunjungan Rumah..................coceene Rp. 30.000,-
¢.Pemeriksaan kesehatan umum
untuk mendapatkan : Surat
Keterangan Berbadan Sehat,
Surat Keterangan Bebas Buta
Warna, Surat Keterangan
Kesehatan Calon Pengantin
(pra=tikab)ceanmnnmmsmnndios Rp. 30.000,-
[. Pemeriksaan khusus
untuk mendapatkan : Surat
Keterangan Kesehatan
Calon Jemaah Haji
Tingkat Pertama.. v vocomssssvenss Rp. 50.000,-
g. Pelayanan pemakaian mobil
Puskesmas Keliling untuk
Rujukan/pengangkutan jenazah :
- dalam kecamatan (pp)............... Rp.100.000,-
- luar kecamatan (pp)....ccccoovvrvenn. Rp.5.000,-/Km

<) ¢




